
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c 
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 ten tang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 
dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan 
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Grobogan; 
1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun l 945; 
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah; · 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4724); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 :'\omor 82, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia ~omor 
5234); 

BUPATI GROBOGAN, 

DENGAN RAHMAT·TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PENDELEGASIAN SEBAGIAN °KEWENANGAN PEMROSESAN DAN 

PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 

KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GROBOGAN 

TENTANG 

' PERATURAN BUPATI GROBOGAN 

NOMOR 16 TAHUN 2017 

BUPATl GROBOGAN 
PROVINSI'JAWA TENGAH 

- 
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penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpm 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ; 
1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan, 

2. Pemerintah Daerah ada1ah kepala daerah sebagai unsur 
,' 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN 
KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDATANGANAN 
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS 
PENANAMAN MODAL -DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
KABUPATEN GROBOOAN. 

MEMUTUSKAN ; 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 No"mor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kaJi terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeri.ntahan Daerah 
(Lembaran Negar'a Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor · 96 Tahun 2012 tentang 
Pela.ksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 215, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5357); 

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
[Lernbaran Daerah Kabupaten Orobogan Tahun 2015 Nomor 
15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan 
Nomor 15); 

Menetapkan 



3. Bupati adalah Bupati Grobogan. 
4. Dinas Penanaman i1odal clan Pelayanan Terpadu Satu Pinru 

yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah DinaA 
Penanaman Modal dan Pe1ayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Grobogan. 

5. Penanam.an Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam 
modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun 
penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah 
Negara Republik Indonesia. 

6. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan 
penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan 
Pernerintah Daerahyang memiliki kewenangan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

7. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan mengenai 
pelayananan, pemherian insentif, pemberian kemudahan 
investasi, keterangan kesesuaian tata ruang, layanan 
informasi dan layanan sesuai dengan ketentuan perundang­ 
undangan. 

8. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara 
Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem 
elektronik pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang 
terintegrasi antara, Badan Koordinasi Penanaman Modal 
(BKPM} dengan .Kementrian/Lembaga Pemerintah Non 
Kementrian yang merniliki kewenangan Perizinan dan 
Nonperizinan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan 
Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Administrator Kawasan 
Ekonomi Khusus (KEK}, Perangkat Daerah Provinsi bidang 
Penanaman Modal (PD PPM), Perangkat Daerah 
Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal (PDJ{PM), dan 
Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
di Bidang Penanaman Modal. 

9. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut lzin 
Prinsip adalah izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi, Pemerintah Daerah yang wajib dimiliki dalam rangka 
memulai usaha. 

10. Izin Prinsip Perluasan Penanarnan Modal, yang selanjutnya 
disebut Izin Prinsip. Perluasan adalah izin prinsip yang wajib 
dimiliki perusahaan untuk rnemulai kegiatan da12..,., ra-gk:a 
perluasan usaha, 



11. Izln Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjumya 

disebut lzin Prinsip Perubahan adalah izin prinsip yang ""-ajib 
dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi · perubahan 
rencana atau realisasi penahaman modal yang telah 
ditetapkan sebelumnya. 

12. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal, 
' yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Penggabungan 

Perusahaan, adalah izin prinsip yang wajib dimiliki 
perusahaan hasil penggabungan, untuk melaksanakan bidang 
usaha perusahaan hasil penggabungan. 

13. Izin Usaha adalah , izin dari Pemerintah, Pemerintah daerah 
Provinsi, Pemerintah Daerah yang wajib dimiliki perusaha.an 
untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/ operasi yang 
menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh 
peraturan perundang-undangan sektoral. 

14. Izin Usaha Perluasan adalah izin usaha yang wajib dimiliki 
perusahaan untuk memulai . pelaksanaan kegiatan 
produksi/ operasi komersial yang menghasilkan barang a tau 
jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, kecuali ditentukan 
lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral. 

15. Izin Usaha Perubahan adaiah izin usaha yang wajib dimiliki 
perusahaan dalam rangka legalisasi perubahan rencana at.au 
realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya. 

16. Izin Usaha Penggabungan adalah izin usaha yang wajib dimiliki 
perusahaan hasil penggabungan dalam rangka memulai 
pelaksanaan kegiatan produksi/operasi untuk menghasilkan 
barang a tau jasa. 

17. lzin Lokasi adalah izin yang· diberikan kepada orang atau 
badan hukum untuk.memperoleh tanah/menggunakan tanah 
yang diperlukan dalam rangka penanaman modal. 

18. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap 
orang atau badan hukum yang melakukan usaha dan/atau 
kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 
(AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 
Upaya Pernantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) daiaJn 
rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha "a- ... ~;;u 
kegiatan. 



19. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjum:ya disingkat IMB. 
adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badao 
hukum untuk in.endirikan/merubah/rneroboh.kan suatu 
bangunan yang dirnaksudkan agar desain, pelaksanaan 
pembangunan dan bangunan sesuai dengan tata ruang 
daerah, sesuai .dengan Koefisian Dasar Bangunan (KDB), dan 
Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan serta 
sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati 
bangunan tesebut .. 

20. lzin Usaha -Jasa Konstruksi adalah izin yang diberikan kepada 
penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang 
dinyatakan ahli di bidang jasa konstruksi. 

21. lzin Reklame adalah iain yang diberikan atas pemasangan 
benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, .. 
susunan dan/atau corak ragamnya untuk tujuan komersial 
dipergunakan untuk mernperkenalkan, mengajukan dan 
memujikan suatu barang/jasa, seseorang atau badan yang 
diselenggarakan / ditempatkan a tau dapat dilihat, dibaca 
dan/ a tau didengar dari suatu tempat oleh um um, kecuali yang 
dilimpahkan kewenangannya kepada camat. 

22. Izin Penggunaan Alun-alun adalah izin yang diberikan kepada 
orang pribadi atau badan hukum untuk menggunakan alun­ 
alun baik sebagian tempat atau keseluruhan sesuai dengan 
peruntukannya. 

23. Izin Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah izin usaha 
penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan 
wisata. 

24. Izin Usaha Penyediaan Akomodasi adalah izin usaha 
penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang 
dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. 

25. lzin Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah izin usaha 
penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan 
peralata:n dan perlengkapan untuk proses pembuatan, 
penyimpanan dan/atau penyajiannya. 

26. Izin Usaha Kawasan Pariwisata adalah izin usaha 
pernbangunan dan/atau pengelolaan kawasan :.:ntuk 

memenuhi keburuhan pariwisata sesuai dengan peraruran 
perundang-undangan. 



penyelenggaraan wisata dan olahraga air. termasuk 

penyediaan sarana dan prasarana serta jasa !a.:.:-...::ya ::..q 

dikelola · secara komersial di perairan la-.:. pa.::::.a:.. s ·-,ga> 
danau, dan waduk. 

Konferensi ct.an Parneran adalah izin usaha pemberianjasa bagi 

suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan 

perjalanan bag:i karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan 

atas prestasinya, serta penyelenggaraan parneran dalam 

rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang 

dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional, 

32. Izin Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah izin usaha 

penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi 

kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan 

pemasaran di bidang kepariwisataan. 

33. lzin Usaha Jasa lnformasi Pariwisata adalah izin usaha 

penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan basil 

penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam 

bentuk bahan cetak dan/ata.u elektronik, 

34. lzin Usaha Wisata Tirta adalah adalah izm usaha 

perjalanan wisata. 

31. lzin Usaha Penyelenggaraan Perternuan, Perjalanan lnsentif, 
' 

27. lzin Usaha Jasa ·Transportasi Wisata adalah izin usaha 

penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiat.an 

pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum. 

28. Jzin Usaha Daya Tarik Wisata adalah izin usaha pengelolaan 

daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/ a tau 

daya tarik wisata buatan/binaan manusia. 
29. lzin Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi 

adalah izin usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni 

pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan 

hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata. 

30. lzin Usaha Jasa Prarnuwisata adalah izin usaha penyediaan 

dan/atau pengoordinasian tenaga pemadu wisata untuk 

memenuhi kebutuhan wisatawan dan atau kebutuhan biro 



35. lzin Usaha Spa ada,lah izin usaha pcrawatan yang membcrikan 
layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma. 
pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan 
olah aktivitas fiaik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan 
raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa 
Indonesia. 

36. Izin Penyelenggaraan Optikal adalah izin yang diberikan 
kepada setiap optikal yang menyelenggarakan pelayanan 
konsultasi, diagnostik, terapi penglihatan serta pelayanan 
estetika di bidang refraksi, kacamata atau lensa kontak. 

37. lzin Penyelenggara.a'n Apotek adalah izin yang diberikan kepada 
penyelenggara apotek untuk menyelenggarakan kegiatan 
usaha apotek sesuai dengan kewenangannya setelah 
memenuhi syarat. .' 

38. lzin Mendirikan Klinik adalah Izin yang diberikan untuk 
mendirikan pelayanan kesehatan yang menyediakan 
pelayanan medis dasar dan/ a tau spesialistik, diselenggarakn 
lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh 
seorang tenaga medis setelah memenuhi persyaratan dan 
standart, 

39. Izin Operasional Klinik adalah Izin yang diberikan untuk 
operasional penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang 
menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik, 
diselenggarakan lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan 
dipimpin oleh seorang tenaga medis setelah memenuhi 
persyaratan dan standart. 

40. Izin Mendirikan Rumah Sakit adalah izin yang diberikan 
kepada institusi pelayanan kesehatan untuk mendirikan 
rumah sakit yang diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun 
dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun. 

41. lzin Operasional Rumah Sakit adalah izin yang diberikan 
kepada institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 
pelayanan kesehatan secara paripurna yang menyeciiakao 
pelayanan rawat inap, rawatjalan, dan gawat darurat. 

42. Izin Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang 
melaksanakan pelayanan pemeriksaan specimen k~1T'...:..ic untuk 
mendapatkan informasi tentang kesehataz ~...,.ngan 
terutama untuk menunjang upaya riiap:,ss ;::ic::yakit. 

penyembuhan pcnyakit dan pcan:ilihan • 91 \,ara~ 



scca,:a penyelenggaraan, dan 
berkesinainbungari. 

berkesinambungan. 

49. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan, yang selanjutnya disingkat 
IUPP, adalah izin yang diberikan untuk upaya sistematis dan 
terpadu unruk mengoptimalkan Iungsi pusat perbe!anja.an 
sebagai sarana perekonomian masyarakat untuk mewujudkan 
iklim berusaha yang sehat rnelalui perencanaan, ;,e-::c...'-2o, 
penyelenggaraan aktivitas perpasaran, pe-....ge::-,r:21;an 

pengendalian penyelenggaraan, dan evaluasi pasar secara . . 

perpasaran, aktivitas penyelenggaraan pendirian, 

pendaftaran. 

47. lzin Usaha Toko Modem, yang selanjutnya disingkat JUTM 
adalah izin yang diberikan kepada toko dengan pelayanan 
mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang 
berbentuk minimarket, supermarket, Departemen Store, 

Hypermarket ataupun grosir yang berbenruk perkulakan. 
48. lzin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, yang selanjutnya 

disingkat IUPPT, adalah izin yang diberikan untuk upaya 
sistematis dan terpadu untuk mengoptimalkan fungsi pasar 
tradisional sebagai sarana perekonomian masyarakat untuk 
mewujudkan iklim berusaha yang sehat melalui perencanaan, 

persyaratan memenuhi setelah waralaba penerima 

43. Izin Penyelenggaraan Puskesmas a.dalah izin yang diberikan 
untuk menyeleriggarakan pelayanan kesehatan yang 
menyediakan pelayanan medis dasar dan/ atau spesialistik, 
diselenggarkan oleh Puskesmas setelah memenuhi 
persyaratan dan standart. 

44. Surat lzin Usaha Perdagangan, yang selanjutnya disingkat 
SIUP, adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan 
usaha perdagangan; 

45. Tanda Daftar Perusahaan, yang selanjutnya disingkat TDP, 
adalah surat tanda pengesahan yang diterbitkan oleh Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
{DPMPTSPJ kepada perusahaan yang telah melakukan 
pendaftaran perusahaan, 

46. Surat Tanda Daftar Waralaba, yang selanjutnya disingkat 
STOW adalah bukti pendaftaran prospektus atau pendaftaran 
perjanjian yang diberikan kepada pernberi waralaba dan/atau 



Cl 

.. 
sudah didaftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana 

distribusi. 
51. Tanda Daftar Tndustri, yang selanjutnya disingkat TDI, adalah 

izin yang diberikan kepada semua jenis industri dalam 
kelompok industri ~ecil dengan nilai investasi sampai dengan 
Rp 200.000 -, 000,00 (dua ratus juta rupiah) diluar tanah dan 
bangunan. 

52. Izin Usaha Industri, yang selanjutnya disingkat IUI, adalah izin 
yang diberikan kepada semua jenis industri dengan nilai 
investasi perusahaan diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah) diluar tanah dan ba.ngunan. 

53. Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang 
selanjutnya disebut Perpanjangan JMTA, adalah izin tertulis 
yang diberikan oleh DPMPTSP untuk memperpanjang lMTA 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

54. lzin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja adalah izin yang 
diberikan kepada instansi pemerintah atau badan usaha yang 
berbada.n hukum Indonesia yang mernenuhi persyaratan 
untuk menyelenggarakan pelatihan kerja. 

55. lzin Pembuangan Limbah Cair adalah izin yang diberikan 
untuk kegiatan pembuangan limbah ke sumber air yang 
disediakan Pemerintah Daerah atau.sumber air yang berada di 
bawah pengawasan.Pemerintah Daerah. 

56. lzin Penyimpanan Sement.ara Limbah Baha.n Beracun 
Berbahaya (83) adalah izin yang diberikan untuk kegiatan 
menyimpan Limbah Bahan Beracun Berbahaya (83) yang 
dilakukan oleh Penghasil Limbah Bahan Beracun Berbahaya 
(83) dengan maksud menyimpan sementara Limbah Bahan 
Beracun Berbahaya (83) yang dihasilkan. 

57. lzin Usaha Peternakan · adalah izin yang diberikan untuk 
kegi.atan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang 
usaha budidaya ternak. 

58. Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan Ruminansia ada;ah izin 

yang diberikan kepada perseorangan atau badan usaaa u..,tuk 
mendirikan Rumah Pemotongan H~-R;·,-.:.-.ansia 
(bangunan atau kompleks bangunao dengan cesa- --'a- srum 
tertentu yang digunakan sebagai teo,;-a' 'Pe •-'.i14 neaau 

ruminansia}. 

50. Tanda Daftar Oudq, yang selaojutnya disingkat TOO, adalab 
surat tanda daftar y,ang berlalru sebaga.i bukti gudang tersebut 



diberikan kepada perseorangan a tau badan usaha untuk dapat 
melakukan pemotongan unggas di Rumah Potong Unggas. 

62. Izin Pendirian Klinik Hewan adalah izin yang diberikan kepada 
perorangan/badan hukum untuk mendirikan klinik hewan 
setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. 

63. lzin Operasional Klinik Hewan adalah izin yang diberikan 
kepada perorangan/atau badan hukum untuk melaksanakan 
operasional klinik hewan yaitu penyelenggaraan pelayanan 
kesehatan hewan . setelah memenuhi persyaratan yang 
ditentukan. 

64. Izin Toko dan Usaha Penjualan Daging adalah izin yang 
diberikan kepada perorangan atau korporasi yang rnempunyai 
tempat, sarana dan prasarana untuk melakukan kegiatan atau 
usaha penjualan daging yang telah memenuhi persyaratan 
yang ditenrukan. 

65. Izin Pendirian Rurnah Sakit Hewaq adalah izin yang diberikan 
kepada perorangan/badan hukum untuk mendirikan rumah 
sakit hewan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. 

66. lzin Operasional Rumah Sakit Hewan adalah izin yang 
diberikan kepada perorangan/badan hukum unruk 
melaksanakan operasional rumah sakit hewan yairu 
penyelenggaraan pe!ayanan kesehatan hewan secara 
paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat 
jalan dan rawat darurat setelah memenuhi persyaratan yang 
ditentukan. 

67. lzin Toko Obat dan Pakan Hewan adalah izin yang c:;::;,e,;Jcan 
kepada perorangan/badan hukum untuk ::neiaksa:-1iatn 
usaha di bidang penyediaan dan peredarar. cbaz .. a- p;;lcan 
hewan selain obat keras setelah mclllellu..l-:i pc:s_.a."c-;;- ~ 
ditentukan. 

59. Izin Operasional Rumah Potong Hewan R:i •rninansia. adalab izin 
yang diberikan kepada perseorangan atau badan usaha untuk 
dapat melakukan pemotongan hewan ruminansia di Rumah 
Potong Hewan Ruminansia. 

60. Izin Mendirikan Rumah Potong Unggas adalah lzin yang 
diberilcan kepada perseorangan . at.au badan usaha untuk 
mendirikan Ru.mah Potong Unggas (bangunan atau kompleks 
bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan 
sebagai tempat mernotong unggas). 

61. Izin operasional Rumah potong Unggas adalah izin yang 
' 



68. Izin Depo Obat Hewan adalah izin yang cliberikan kcpada 
perorangan/badan hukum untuk melaksana.kan usaha di 
bidang penyediaan dan peredaran obat hewan setelah 
memenuhi persyaratan yang ditentukan. 

69. lzin Usaha Simpan Pinjam untuk 'Koperasi dengan Wilayah 
Keanggotaan Dal.am Daerah adalah izin yang diberikan kepada 
koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah untuk 
menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam sebagai bagian 
dari kegiatan koperasi yang bersangkutan. 

70. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan 
Kantor Kas Koperasi .Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan 
Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah adalah izin yang 
diberikan kepada ·· Koperasi Sim pan Pinjam (KSP) untuk 
mendirikan kantor yang berfungsi sebagai kantor cabang, 
Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan 
Pinjam dengan wilayah keanggotaan da1am daerah. 

71. lzin Pedagang Eceran Obat adalah izin yang diberikan kepada 
orang atau badan usaha yang berbadan hukum yang memilih 
izin untuk menyimpan obat-obatan bebas dan obat-obat bebas 
terbatas untuk dijual secara eceran di tempat tertentu. 

72. lzin Usaha Mikro Obat Tradisional yang kemudian disebut 
UMOT, adalah .izin yang diberikan kepada badan usaha 
perorangan yang memiliki usaha yang hanya mem buat sediaan 
obat tradisonal dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat 
luar dan rajangan. 

73. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal adal~ izin yang 
diberikan kepada orang-perorangan, kelompok orang atau 
badan hukum untuk mendirikan pendidikan non formal sesuai 
dengan persyaratan yang ditentukan. 

74. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 
adalah izin yang diberikan kepada pemerintah 
kabupaten/ desa, orang perorangan, kelornpok orang a tau 
badan hukum unruk rnendirikan satuan PAUD sesuai dengan 
persyaratan yang ditentukan, 

75. Jzin Pendirian dan Operasicnal Satuan Pendidikan Dasar !SD, 
SMPJ adalah izin yang diberikan kepada pemerintah daerah 
dan masyarakat yang membentuk badan peny-e!enggara 
berbadan hukum untuk mendirikan dan men.ye~ 
satuan pendidikan dasar sesuai dengan pas_. .... -a,c- yang 
ditentukan. 



76. lzin Trayek Angkutan Penumpang Perdesa.an adalah izin yang 

diberikan untuk kegiatan trayek angkutan dari saru tcmpat ke 
ternpat lain dalam -satu wilayah daerah yang tid.ak termasu.k 
dalam angkutan perkotaan yang berada pada wilayah ibukot.a 
kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil 
pen um pang um um. yang terikat dalam trayek. 

77. Jzin Trayek Angkutan Penumpang Perkotaan adalah izin yang 
diberikan untuk kegiatan trayek angkutan dari satu tempat ke 
tempat lain dalam satu daerahkotaatau wilayah ibukota 
kabupaten dengan ·menggunakan rnobil bus umum atau mobil 
perrumpang umumyang terikat dalam trayek. 

78. lzin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek 
[Taksi dan angkutan khusus} adalah izin yang diberikan untuk 
kegiatan trayek angkutan dengan menggunakakn mobil 
penurnpang urnurn .. yang diberi tanda khusus dan dilengkapi 
dengan Agometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu 
dalam wilayah operasi terbatas. 

79. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, 
kewajiban, serta pertanggungjawaban Perizinan dan Non 
Perizinan, terrnasuk pernrosesan dan penandatanganannya. 

80. Tim Teknis adalah. kelompok keija yang terdiri dari unsur­ 
unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait yang mempunyai 
kornpetensi dibidangnya dan menipunyai kewenangan penuh 
untuk rnengambil keputusan dalam rangka memberikan 
rekornendasi mengenai diterirna atau ditolaknya suatu 
permohonan izin yang memerlukan pertimbangan teknis. 

81. Pemberi insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah 
kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan 
penanaman modal di daerah, 

82. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari 
pemerintah daerah kepada penanaman modal untuk 
mempennudah setiap kegiatan penanaman modal dalam 
rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah. 

83. Keterangan kesesuaian tata ruang adalah surat ·keterangan 
yang diberikan kepada pemohon atas kesesuaian perunrukan 
ruang pada lokasi yang dimohon mendasarkan pada a"lailsis 
pola dan struktur ruang yang didukung aspek !ega::.as 
kepemilikan lahan serta kondisi eksiszingnya, 



•• 
integrasi, sinkronisasi dan kralitasan Wk.as.. 

. -· . rn .. , . as nonperizinan dengan mengacu pada ;:r.nsi;: 

(1) Bupati mendelegasikan sebagian kewenangan pemrosesan 
dan penandatanganan perizinan dan non perizinan il:epada 
Kepala DPMPTSP. 

(2) Kepala DPMPTS? mengelola adminisitrasi pc;:z::=.a~ dan 

Bagian Kesatu 
Pendelegasian Kewenangan 

Pasal5 

BAB Ill 

PENYELENGARAAN PELA YANAN 

Sasaran pendelegasian sebagian kewenangan pemrosesan dan 
penandatanganan perizinan dan non perizinan adalah: 
a. terwujudnya pelayanan prima yang ~epat, mudah, transparan, 

sederhana, efektif, efisien, dan akuntabel; 
b. meningkatkan hak masyarakat terhadap kepastian hukum 

dalam pelayanan perizinan; dan 
c. terwujudnya standar operasional prosedur pelayanan pada 

setiap jenis izin usaha. 

Pasal4 

Tujuan pendelegasian sebagian kewenangan pemrosesan dan 
penandatanganan perizinan dan non perizinan adalah: 
a. meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan 
b, memberikan percepatan pemberian izin dan non izin berusaha 

di Daerah melalui DPMPI'SP. 

Pasal 3 

Asas pendelegasian sebagian kewenangan pemrosesan dan 
penandatanganan perizinan dan non perizinan adalah k.epastian 
hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan 
tidak membedakan asal Negara dan efisiensi berkeadilan. 

BAB IJ 
ASAS, TUJUAN DAN SASARAN 

Pasal 2 
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J~··),:n·.1si: 

v, r.,:?11 : ... !~•<d1:1 ,Ja~c.1 i>r;-1:1~1.1,\·i~.·?1t1. 

s. /,.ii: Usahu .Jasa Trnnsporrn~i Wisuta: 

t. lzin Usaha Daya Tarik Wisat«; 

n. lzin l'sah:, . .J~itm h:onstruksi t.1 u. IK); 
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k<:p:ul:i K,:pnl;i DPMPTSP sehuf!uim,111t, rlimaksucl Pasul 5 ayat 
I : :, I 1)1 • ll;'i :1 i 

Rrlgi~u > Ked u: 1 

l',·l,.,.\·,111:111 P('r:%in:.,n 

,::) f'>,·:·.inglwt D:.11:n.1h yang sccara ,,:kni~ tcrkau dersgan 

DP'.\H'l'SP berkewajiban clan berranggung jawab unruk 
1111 J;,1k1.!k~u, pcrubinaan 1·~kttiN cl.011 pl9-ngA,Ya~an atas 
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z. lzin Usaha Wisata. Tirt:a; 
aa. lzin Usaha Spa; 
bb. Surat Izin Usaha Perdagangan (SlUP); 
cc. Tanda Daftar Perusahaan {T.DP); 
dd. Surat Tanda Daftar Waralaba (STOW); 
ee. lzin Usaha Toko Modern ([UTM); 
ff. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT); 
gg. lzin Usaha Pusat Perbelanjaan (!UPP); 
hh. Tanda Daftar Gudang (TDG); 
11. Tanda Daftar Industri (TDI); 
JJ· lzin Usaha Jndutri (JUI); . 
kk. Izin Penyelenggaraan Optikal; 
JI. lzin Penyelenggaraan Apotek; 
mm. Izin Mendirikan Klinik; 
nn. lzin Operasional Klinik; 
oo. Izin Mendirikan Rumah Sakit; 
pp. Izin Operasional Rumah Sakit Sementara clan tetap 

' (Kelas C dan Kelas D); 
qq. Izin Laboratorium Klinik; 
rr. Izin Penyelenggaraan Puskesmas; 
ss. lzin Pedagang Eceran Obat; 
tt. lzin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT); 
uu. Izin Usaha ·Peternakan; 
vv. Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan Rurninansia; 
wv.,. Izin Operasional Rumah Potong Hewan Ruminansia; 
xx. lzin Mendirikan Rumah Potong Unggas; 
yy. lzin Operasional Rumah Potong Unggas; 
zz. lzin Toko dan Usaha Penjualan Daging; 
aaa. lzin Pendirian Klinik Hewan; 
bbb. lzin Operasional Klinik Hewan; 
ccc. lzin Pendirian Rumah Sakit Hewan; 
ddd. lzin Operasional Rumah Sakit Hewan; 
eee. lzin Toko Obat dan Pakan Hewan: 
fff. lzin Depo Obat Hewan; 
ggg. Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan 

Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten Kota; 
hhh, lzin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Ca.bang 

Pembantu dan Kantor Kas Koperasi S~p= Pi:nj;uo 
untuk Koperasi dengan Wilayah ~.aa.::. Deiwn 
Daerah Kabupaterr/Kota: 

w. Izin Pendirian Saw.an Pend:ict:;lca .. :S.:C F::r::a:. 



(1) Pemberian insentif sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 7 
huruf a dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku. 

(2) Pemberian kemudahan investasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 huruf b meliputi: 
a. penyediaan data dan informasi peluang ?e::;;...,,a::na:n 

Modal; 
b. penyediaan sarana dan peasaraea; 

Pasal 8 

Jenis pelayanan non perizinan yang didelegasikan kewenangannya 
kepada Kepala DPMPTSP, sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 
ayat (1) meliputi: 
a. pemberian msennf, . 

b. pemberian kemudahan investasi; 
c. keterangan kesesuaian tata ruang; 
d. layanan informasi; dan 
e. layanan pengaduan. 

Bagian Ketiga 
Pelayanan Non Perizinan 

Pasal 7 

ill· Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD); 

kkk. lzin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan 
Dasar (SD,:~MP}; 

111. Izin Trayek Angkutan Penumpang Perdesaan; 
mmm. Izin Trayek Angkutan Penumpang Perkotaan; 
nnn. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam 

Trayek (Ta.ksi dan Angkutan Khusus); 
ooo, Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 

(IMTA); 
ppp. Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja; 
qqq. lzin Reklame kecuali dilimpahkan kewenangannya 

kepada camat; dan 
rrr. Izin Penggunaan Alun-alun Purwodadi. 

(2) Pelayanan bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) meliputi · penerimaan, pemrosesan perizinan, dan 
penandatanganan keputusan tentang perizinan. 



c. pemberian bantuan teknis; dan/atau 
d. percepatan pemberian perizinan clan non perizinan. 

(3) Pemberian keterangan kesesuaian tata ruang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku 

(4) Layanan informasi berupa penyediaan informasl pelayanan 
penzman dan non penzman melalui website 
http://dpmptsp.grobogan.go.id dan pemberian pelayanan di 
Front Office. (FO) .. ' 

(5) Pelayanan informasi meliputi: 
a. Layanan bimbingan pengiaian formulir perizinan dan 

non perizinan; 
b. Layanan konsultasi atas informasi, antara lain: 

1. peraturan perundangan-undangan terkait pelayanan 
perizinan dan non perizinan; 

2. potensi dan peluang daerah; 

3. daftar bidang usaha tertutup dan daftar bidang 
usaha yang terbuka dengan persyaratan; 

4. jenis, tata cara proses permohonan, biaya, dan waktu 
pelayanan perizinan dan non perizinan; 

5. tata cara pencabutan perizinan clan non perizinan; 
6. tata cara penyampaian laporan kegiatan penanaman 

modal; 
7. tata car a layanan pengaduan masyarakat: 
8. data referensi yang digunakan dalam pelayanan 

perizinan .dan non perizinan; 
9. data perkembangan penanaman modal, kawasan 

industri, harga utilitas, upah dan tanah; dan/atau 
10. informasi perjanjian . internasional di bidang 

penanaman modal. 
(6) Layanan pengaduan dapat disampaikan oleh masyarakat atas 

ketidakpuasan layanan perizinan oleh DPMPTSP melalui 
surat, petugas loket, telepon, faksimil, email, SMS Center, 
atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di DPMPTSP. 

(7) Pengaduan sebagairnana dimaksud pada ayat (6) harus 
ditindaklanjutioleh Kepala DPMPTSP. 

(8) Kepala DPMPTSP berwenang meninjau kernbaii = :;-a.'lg 
telah dikeluarkan, dalam hal terdapat pengad: ·a~ dari 
masyarakat terhadap kegiatan usaha yang tct ;_ ... ..;.ici ::idak 

sesuai atau melanggar ketcntuan yacg ~ 



(1) Bupati melalui - Sekretaris Daerah secara berkala 

melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pelayanan 

perizinan dan non perizinan dalam rangka meningkar.ka::. c!an 

mernpertahankan mutu pelayanan perizinan ca-: oon 
perizinan. 

Pasal 10 

Bagian Kesatu 

Pernbinaan 

BABV 

PEMBINAAN DAN PELAPORAN 

(5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

berkewajiban melaporkan hasil pemeriksaan lapangan 

(rekomendasi) kepada kepala DPMPTSP. 

(3} Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

beranggotakan maaing-masing wakil dari . Organisasi 

Perangkat Daerah teknis terkait yang ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati. 

(4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memili.ki 

kewenangan penuh untuk mengambil keputusan dalarn 

mernberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya 

suatu permohonan, 

(2} Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Teknis di 

bawah koordinasi Kepala DPMPTSP. . . 

DPMPTSP. 

(l) Pengelolaan dokurnen persyarat.an perizinan dan non 

perizinan mulai .. dari tahap permohonan sampai dengan 

terbitnya izin dilakukan secara terpadu satu pintu oleh 

Bagian Kecmpat 

Mekanisme Pelayanan 

Pasal 9 



- 

(1) Kepala DPMPTSP menyampaikan laporan secara :C'tlllis 

kepada Bupati mengenai perkembangan ;::,e=:,e·n:§elaa.t.t 

pelayanan, capaian kinerja., kendala ya:;g c:'"'a: .. .a;a: ct.a 

pembiayaan. 

Bagian Kedua 

Pela po ran 

Pasal 11 

a. pemantauan rnelalui kompilasi, verifikasi dan evaluasi 

atas laporan kegiatan penanaman modal; 
b. penyuluhan .. ' pelaksanaan ketentuan peraturan 

perundang-undangan bidang penanaman modal; 
c. pemberian konsultasi dan birnbingan pelaksanaan 

penanaman modal berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan bidang penanaman modal; 

d. pemberian bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah 

dan hambatan yang dihadapi penanaman modal dalam 

merealisasikan kegiatan penanaman modalnya; 

e. pengkajian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-undangan bldang 

penanaman modal dan fasilitasi yang telah diberikan; 

f. pemeriksaan lapangan ke lokasi penanaman modal; dan 

g. pelaksanaan tindak lanjut terhadap penyimpangan atas 

ketentuan penanarnan modal. 

(2) Pembinaan sebagaimana diroaksud pada ayat (1), meliputi 

pengembangan sistem, sumber ~ manusia, clan jaringan 

kerja sesuai kebutuhan daerah, yang dilaksanak.an melalui: 

a. koordinasi secara berkala; 
b. pernberian bimbingan, supervisi, konsultasi; 

c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan 
d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan 

dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik. 

(3) Pernbinaan di bidang Penanaman Modal menjadi tugas dan 

tanggung jawab Kepala DPMPTSP. 

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: 



.. 
Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Dinas Perhubungan 

Informasi dan Komunikasi Kabupten Grobogan (Berita Daerah 

Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 47); dan 

b. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 29 Tahun 2014 tentang 
Pelimpahan Sebaga.ian Kewenangan Pemprosesan dan 
Penandatanganan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kepala 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Grobogan 
(Serita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 29) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan 
Namer 46 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Grobogan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pelimpahan 
Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandataaganan 
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badar; ?e,;2:_;;-;man 

Perizinan Terpadu Kabupaten Grobogan •"Be::... 1'.l;,,aah 

Kabupaten Grobogan Tahun 2015 :S<>IIlC'!' 46-i. 
dicabut dan dinyaxakan tidak ~ 

Pemrosesan dan pelimpahan Seba~ian Kewenangan 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, 

a. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2013 tentang 

Pasal 13 

Ketentuan lebih lanjutdalarn penyusunan standar pelayanan dan 

standar operasional prosedur pelayanan perizinan rnengacu pada 

Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur di 
Lingkungan Pernerintah Kabupaten Grobogan. 

BAB VI 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 12 

(2) Bupati melalui Kepala DPMPI'SP menyampaikan data dan 

informasi mengenai penyelenggarae.n pelayanan perizinan di 

Bidang Penanaman Modal kepada Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Tei'padu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa 

Tengah dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Republik Indonesia (BKPM RI). 



SERITA DAERAH KABUPATEN GROBOOAN TAHUN 2017 NOMOR .ie 

' . I 

Diunda.ngkan di Purwodadi 
pada tanggal 31 Mei 2017 

. .. .. 

Oitctapkan di Purwodadi 
pada tanggal 31 Mei 2017 

Agar aetiap orang mengetahuinya, memcrintahka.n pengundanpn 
Pcraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Grobogan'. 

Pcraturan Bupati ini mula.i berlalcu 3 (tiga) bulan terhitung .ejak 
tan~ diundangkan. 

Paeal 14 


